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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakem ketentuan Pasal 06 Peraturan Daerah Maluku Tenggara Parat Nomor 3 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarar 2015, periu ditetapkan Peraturan Bupati Maluka Tenggara Barat tentang
Penjabaran, Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatau dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairsana dimaksud dalam huruf a, periv menetapkan Peraturan Bupai tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kerupsi, Kolusi dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7&, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

14,

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor +6 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupater Buru dar: Habupaten Maluku Tenggara Barat iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor 38511;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negarz Repubix indonesia Tahun 20032 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomeor 4437);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggungiawab Heuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahurn: €004 Nomor 66, Tambahan Lembararn: Negara Republik indonesia Nemor 4440 });

Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4421j;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L2mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53491;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanz-Undangan Tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesiz Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan: Pemerintah Nomor 109 Tahuii 2000 tentang Keduduken Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Neror 4028};

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:s Nomor 4502);

Peraturaw Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang FPinjaman Daersh {(Lembaran Negare Reputlilt Indonesia Tahun 2005
Nomer 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturam Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575};

Peraturemn Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dasrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4576);




16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahus 20035 Nemor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor 15C, Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengewasan dan Penyeienggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor

4639;:
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentiang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomeor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokuler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5165};

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nemor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meimteri Dalam Negeri Nemor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomer 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nemer
02 Tahun 2008 tentang Peinbentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nemor
03 Tehun 2008 tentang Pemben#ukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Maluku
Tenggara Barat Tahun 2013, Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggaras Barat Nomor 151);
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Feraturan Daerzh Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomer 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomcr
04 Tzhun 2072 tentang Pembentukan Orgenisasi dan Tata Kerja Lembage Teknis Daerah { Lembaran Daerah Kabupaten
Maziuiu Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 03);

Peyaturan Dasrah Kabupaten Maluku Tenggara Berat Nomor 04 Tahun 2013 itentang Pembentukan Organisasi dan Taia Kerja
Badar: Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tahun 2¢13 Nomor 04, Tambadhan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 153j;

Peraturen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pameng Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 154}; B

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 20 14 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Rara: Tahurn 2414 Nemor 1634

Peraturan Bupatu Maiuku Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 {Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 163);

BUPATI MALUKU TENGCGARA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENJARARAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Drerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :



i. PENDAPATAN
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan

2. BELANJA DAERAH : 5
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Hibah
3. Belanja Bantuan Sosial
4, Belanja Dana Transfer Pemerintah Pusat Kepada Desa
4, Belanja Bantuan Keuangan
5. Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Jumiah Belanja
Surplus / (Defisit)

3. PEMBIAYAAN :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumiah Perubiayaan Neto Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

24.8D9.611.878,68
624.569.645.000,00
81.493.739.623,56

287.241.386.842,43
15.795.000.000,00

2.778.391.280,00

10.769.347.651,00
16.352.426.195,060
2.000.000.000,00

49.950.346.000,00
156.913.976.618,00
181.166.544.550,21

79.915.864.738,50
87.821.442.104,10

Rp.

Rp. 730.872.996.502,24

334.936.551.968,43

388.030.867.168,21
Rp. 722.967.419.126,64

Rp. 7.905.577.365,60
Rp. (7.905.577.365.601
Rp. 0,00



Pasa! 2
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang hc;agl;atlcrflsahkan dari peraturan ini .

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal dfundangkan.

Ager setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daeran Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
20:Desember 20i4

Diundangkan di Saumiaki
pada tenggal : 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUBATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
"\'. A .\-? .

BERITA DAERAH KABUPATEN MAFGKUMENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 117
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